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Abstrak: Percepatan penurunan stunting menjadi prioritas dalam penyelesaian masalah yang saat ini 

menjadi isu global dan program prioritas nasional. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut telah dilakukan, mulai dari pelaksanaan kebijakan pusat hingga kebijakan daerah. 

Namun, kondisi yang ada menunjukkan perkembangan prevalensi stunting masih belum sesuai harapan 

dan bahkan jauh di atas target yang ditetapkan. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk mengkaji 

penentu keberhasilan implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Majene. Metode 

kualitatif dalam studi ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data melalui wawancara dari berbagai 

informan pemerintah dan non pemerintah, serta penggunaan data sekunder, dan triangulasi dari keduanya. 

Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan penyederhanaan, 

penyajian, dan interpretasi data. Temuan studi ini mengungkapkan bahwa penentu keberhasilan 

implementasi kebijakan penurunan stunting terdiri atas ketersediaan subsidi; kejelasan prosedur, 

kecukupan sumber daya dan penentuan target yang faktual; optimalitas pengawasan; intensitas koordinasi 

organisasi yang terlibat falam forum formal dan informal; ketepatan pemanfaatan sumber daya; kejelasan 

kemanfaatan program bagi masyarakat. Ke depan, perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dan 

pelaksanaan program yang melibatkan semua aktor dan evaluasi secara berkala mengenai implementasi 

kebijakan penanganan stunting. 

Kata Kunci: implementasi kebijakan, kebijakan kependudukan, masalah kompleks, penurunan stunting.  

 

Abstract: Accelerating stunting reduction is a priority in solving problems that are currently a global issue 

and a national priority program. Various efforts have been made to solve the problem, ranging from the 

implementation of central policies to regional policies. However, existing conditions show that the 

development of stunting prevalence is still not as expected and even far above the set target. Therefore, 

Therefore, the purpose of this study is to examine the determinants of the success of the implementation of 

stunting management policies in Majene Regency. The qualitative method in this study was carried out in 

the context of data collection through interviews from various government and non-government informants, 

as well as the use of secondary data, and triangulation of both. Data analysis is carried out after data 

collection is then continued with simplification, presentation, and interpretation of data. The findings of 

this study reveal that the determinant of the success of the implementation of stunting reduction policies 

consists of the availability of subsidies; clarity of procedures, adequacy of resources and factual 
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determination of targets; optimal supervision; the intensity of organizational coordination involved in 

formal and informal forums; the accuracy of resource utilization; clarity of the benefits of the program for 

the community. In the future, it is necessary to consider in the preparation and implementation of programs 

involving all actors and periodic evaluations of the implementation of stunting handling policies. 

Keywords: policy implementation, population policy, complex problems, stunting reduction. 
 

I. Pendahuluan 

Stunting merupakan isu global yang berimplikasi pada kondisi pembangunan manusia ke 

depan yang saat ini masih berlangsung sebagai program prioritas nasional (Sitorus, 2024). Stunting 

mengacu pada kondisi tinggi badan anak antara 0-59 bulan di bawah minus dua standar deviasi 

dan di bawah rata-rata standar pertumbuhan anak (WHO, 2015). Perkembangan prevalensi 

stunting di Indonesia masih di atas target yang awalnya ditetapkan kurang dari 14% di tahun 2024 

(Setkab, 2023). Kenyataannya, prevalensi stunting masih berada pada 19,8% pada tahun tersebut 

(Setneg, 2025). Bahkan, dalam 17 tahun terakhir, sejak 2007 hingga 2024, penurunan hanya 

sebesar 17% (Kemenkes, 2021, 2022, 2023). Artinya bahwa penurunan prevalensi stunting secara 

nasional hanya sebesar 1% setiap tahunnya. 

Stunting tidak hanya berdampak pada jangka pendek tapi juga jangka panjang. Dampak 

jangka pendek, balita yang mengalami stunting dapat mengalami gangguan keterampilan motorik 

dan verbal yang menghambat perkembangan (Maya, 2023; Sunarni et al., 2022). Selain itu, akan 

lebih rentan terhadap penyakit akut, yang dapat memperburuk siklus kekurangan gizi dan 

penurunan kesehatan (Metasari et al., 2024; Mustika et al., 2022). Konsekuensi jangka panjang, 

stunting bahkan menimbulkan tantangan yang lebih kompleks, di antaranya masalah kesehatan 

kronis saat dewasa (Ekayanthi & Suryani, 2019; Kurniati et al., 2023), produktivitas ekonomi yang 

terbatas, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan pada akhirnya berdampak pada 

pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi (Osendarp et al., 2021; Wand et al., 2024). 

Penanganan stunting tidak hanya dapat diselesaikan berkaitan dengan sektor kesehatan namun 

juga multi sektor. Kenyataan ini tampak ketika kebijakan penanganan stunting melalui Peraturan 

Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengatur adanya intervensi spesifik dan sensitif. Dalam konteks 

spesifik, penanganan stunting dari sisi kesehatan dan gizi, meliputi penyediaan suplementasi 

mikronutrien dan praktik diet yang lebih baik untuk ibu dan anak selama 1.000 hari pertama 

kehidupan yang kritis (Elisaria et al., 2021; Widhiastuti et al., 2021). Intervensi sensitif, 

penanganan stunting di luar sektor kesehatan, lebih luas dan mencakup praktik hidup sehat, akses 
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ke air bersih, sanitasi, dan edukasi tentang gizi, sehingga mampu mengatasi akar penyebab stunting 

(Bhutta et al., 2020; Nugroho et al., 2023; Syafrawati et al., 2023). 

Perkembangan prevalensi stunting secara nasional yang masih di atas target menjadi 

gambaran penanganan stunting di tingkat lokal. Provinsi NTT menjadi provinsi dengan prevalensi 

stunting tertinggi dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat (Kemenkes, 2021, 2022). Meskipun 

prevalensi tertinggi, NTT mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022, yakni dari 37,8% 

menjadi 35,3%. Berbeda dengan Provinsi NTT, Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan 

prevalensi stunting dari tahun 2021 ke 2022, yakni 33,8% menjadi 35,0% (Kemenkes, 2022). 

Tahun 2023, penurunan menjadi 30,3% namun kembali meningkat di tahun 2024, yakni mencapai 

35,4% (Ali, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika perkembangan stunting di Provinsi 

Sulawesi Barat sangat cepat. 

Dilihat dari kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, prevalensi stunting tertinggi tahun 

2022 sebesar 40,6% berada di Kabupaten Majene (Kemenkes, 2023). Pada tahun 2023, prevalensi 

stunting menurun hingga 35,4% namun kembali meningkat hingga 36,47% pada Juni 2024 

(Taufik, 2024). Sebagai upaya penanganan masalah stunting, Pemerintah Kabupaten Majene telah 

mengatur tentang intervensi yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah stunting melalui 

penurunan stunting terintegrasi. Tujuan kebijakan ini adalah bagaimana angka stunting dapat 

menurun dengan cepat. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut 

belum mencapai tujuan atau dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting 

di Kabupaten Majene belum efektif mencapai tujuan. Hal ini tampak ketika prevalensi stunting 

mengalami fluktuasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.  

Implementasi merupakan sebuah tindakan mengubah tujuan menjadi hasil kebijakan (Hamdi, 

2014). Telah banyak studi terdahulu mengenai stunting yang dilihat dari kesehatan (Ariantjelangi, 

2020; Nababan, 2015; Rahmawati et al., 2023) maupun bidang lainnya (Candarmaweni & Rahayu, 

2020; Hisanuddin et al., 2023). Dalam konteks kebijakan, berbagai penelitian telah banyak 

meneliti tentang implementasi kebijakan penanganan stunting di tingkat lokal (Indriyani et al., 

2022; Mustafidah et al., 2024; Nugroho, 2023; Taofik et al., 2024). 

Berbagai studi menunjukkan bahwa meskipun banyak kebijakan dan program telah 

diimplementasikan, hasil yang dicapai masih belum optimal. Pernyataan tersebut tampak dari studi 

evaluasi kebijakan pencegahan stunting yang mencatat bahwa faktor-faktor seperti keterbatasan 

anggaran dan kurangnya distribusi tenaga kesehatan berkontribusi pada implementasi yang tidak 
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efektif (Milwan & Sunarya, 2023; Sari & Yusran, 2022). Upaya pemerintah melalui berbagai 

kebijakan strategis telah dirumuskan untuk mengurangi angka stunting dan mendukung generasi 

emas 2045 (Melisa et al., 2022). Namun, meskipun telah banyak inisiatif, angka stunting yang 

diharapkan masih jauh dari target yang ditetapkan, dan kondisi ini menimbulkan permasalahan 

serius dalam implementasi kebijakan yang ada (Saputri & Tumangger, 2019). 

Ketika kondisi di lapangan menunjukkan tujuan yang belum tercapai, maka gambaran tersebut 

juga mencerminkan implementasi yang belum optimal. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan studi 

ini adalah untuk mengkaji penentu keberhasilan implementasi kebijakan penanganan stunting di 

Kabupaten Majene. Selanjutnya, akan dibahas mengenai tinjauan pustaka berkaitan dengan makna 

implementasi kebijakan dan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan dari berbagai 

studi terdahulu, metode yang digunakan, hasil dan pembahasan serta diakhiri dengan kesimpulan 

dan rekomendasi ke depan. 

 

II. Kajian Pustaka 

Implementasi Kebijakan 

Keberhasilan dari kebijakan sangat tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut 

diimplementasikan di lapangan. Implementasi kebijakan ini menjadi salah satu proses kebijakan 

publik yang paling krusial dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah dirumuskan dan efektivitas 

kebijakan tersebut. Studi oleh Onyango menekankan pentingnya visibilitas kebijakan dalam proses 

implementasi yang efektif (Onyango, 2022). Mazmanian dan Paul menyoroti bahwa implementasi 

kebijakan tidak hanya tergantung pada isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada konteks eksternal 

dan internal di mana kebijakan tersebut diterapkan (Mazmanian & Paul, 1984).  

Dalam konteks penanganan stunting, Zhara et al. mencatat bahwa keberhasilan dalam 

menangani stunting bukan hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat, tetapi juga pada 

implementasi yang tepat di lapangan (Zhara et al., 2024). Tantangan dalam implementasi 

kebijakan akan selalu tetap ada. Ditemukan bahwa meskipun banyak kebijakan di tingkat pusat 

telah dikeluarkan, dampaknya belum sepenuhnya optimal (Saputri & Tumangger, 2019). Studi 

yang dilakukan oleh Konay et al. menunjukkan bahwa pendekatan top-down yang diterapkan 

dalam implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif jika birokrasi tidak mematuhi pedoman 

dan instruksi teknis yang telah ditetapkan oleh regulasi (Konay et al., 2022).  
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Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan 

Ketika kebijakan dinilai tidak optimal di lapangan, yang ditunjukkan dengan tidak tercapainya 

tujuan kebijakan, maka selanjutnya penting untuk mencermati penyebab kegagalan kebijakan 

tersebut. Sarjana terdahulu mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 

ditentukan oleh faktor desain kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, konteks 

kelembagaan, dan strategi implementasi (Selepe, 2023). Kotnik, et al. (2020) juga mencatat bahwa 

faktor-faktor strategis yang menjadi penentu yang paling penting dari keberhasilan implementasi 

kebijakan termasuk kelembagaan, normatif, ekonomi/keuangan, metodologis/prosedural, dan 

dukungan organisasi/sumber daya manusia/TIK, sementara tantangan seperti praktik evaluasi dan 

kontinuitas pemerintah juga berdampak pada pelaksanaan. Selain itu, kesiapan untuk 

implementasi, kepemimpinan, komunikasi kebijakan, dan budaya organisasi (McLoughlin et al., 

2021).  

Knill & Tosun berpendapat bahwa faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan dilihat 

dari 6 (enam) faktor, yakni pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, 

desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial (Knill & Tosun, 2020). 

Dalam konteks penanganan stunting, implementasi kebijakan penanganan stunting yang efektif 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung (Rahman et 

al., 2023). Berbagai teori yang ada telah menunjukkan kekhasan dan konteksnya masing-masing. 

Pemilihan teori ini sebagai pedoman studi dalam pembahasan.  

Dalam studi ini, penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Knill 

& Tosun (2020), menjadi teori sebagai pedoman studi ini terutama dalam pembahasan. Pada 

dasarnya, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor yang saling 

berinteraksi. Pandangan Knill & Tosun dipilih dengan pertimbangan mencakup substansi 

kebijakan meliputi instrumen kebijakan; lingkungan kebijakan mencakup desain kebijakan, 

struktur pengawasan, desain kelembagaan; dan para pelaksana kebijakan, yakni kemampuan 

administratif. Bahkan, juga mencakup penerimaan dari target kebijakan, yakni masyarakat melalui 

penerimaan sosial. Selain itu, studi terdahulu yang juga menggunakan teori Knill & Tosun yang 

teridentifikasi menjadikan teori tersebut untuk menganalisis kebijakan berkaitan dengan 

permasalahan sampah dan transportasi umum (Athallah et al., 2024; Lestari et al., 2024). 
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III. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, yakni pendekatan yang membedakan 

dirinya dengan pengakuan terhadap kompleksitas realitas dan keterbatasan dari pemikiran 

dualistik yang sering kali mendasari pendekatan positivisme klasik (West, 2021). Pendekatan ini 

lebih bersifat pluralistik, di mana penelitian dikendalikan oleh pertimbangan pragmatis dalam 

memecahkan masalah dan menghasilkan pengetahuan (Gamlen & McIntyre, 2018). Penggunaan 

pendekatan ini dilakukan untuk membatasi luasnya penelitian mengenai stunting sehingga studi 

ini dibingkai menggunakan teori Knill dan Tosun sebagai kerangka kerja untuk melihat faktor 

penentu keberhasilan implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Majene.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan pemerintah, 

yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada petugas di 

lapangan, meliputi kader posyandu dan kader PKK, serta masyarakat yang memiliki balita. Untuk 

memperoleh kedalaman data dan memvalidasi informasi yang disampaikan oleh informan, studi 

ini juga melakukan triangulasi menggunakan studi dokumen, mencakup laporan kinerja perangkat 

daerah terkait, peraturan perundang-undangan, dan studi terdahulu.  

Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan pengumpulan data, kondensasi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Setelah data dikumpulkan dari 

berbagai informan, maka dilakukan penyederhanaan data dan informasi yang diperoleh dari 

lapangan dengan tujuan agar lebih terfokus dan relevan dengan tujuan studi. Selanjutnya, 

dilakukan penyajian data dalam bentuk tabel dan gambar sehingga dapat memudahkan dalam 

pemahamanan pembaca. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan dari berbagai analisis yang 

telah dilakukan melalui interpretasi data yang telah disajikan. 

 

IV. Hasil dan Pembahasan 

Implementasi kebijakan penanganan stunting di Indonesia merupakan tantangan kompleks 

yang melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Studi ini 
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menggunakan kerangka kerja Knill & Tosun (2020) mengenai faktor penentu keberhasilan 

implementasi kebijakan mengenai penurunan stunting di Kabupaten Majene. 

 

Pilihan Instrumen Kebijakan 

Pilihan instrumen kebijakan mencakup alat atau metode yang digunakan untuk mencapai 

tujuan kebijakan. Menurut Knill dan Tosun (2020), instrumen kebijakan dapat berupa arahan, 

subsidi, kewenangan, dan informasi. Efektivitas instrumen ini sangat tergantung pada kapasitas 

pemerintah dan kompleksitasi lingkungan kebijakan. Kapasitas pemerintah dapat didefinisikan 

sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan dan memberikan layanan 

secara efektif (Tu, 2014) sementara kompleksitas lingkungan kebijakan muncul dari interaksi 

rumit antara proses sosial dan kendala lingkungan (Hinterberger et al., 2000). 

Instrumen arahan dinilai sesuai pada kondisi ketika kapasitas pemerintah dan kompleksitas 

lingkungan kebijakan tinggi. Instrumen subsidi akan tepat ketika kompleksitas lingkungan 

kebijakan tinggi sementara kapasitas pemerintah rendah. Instrumen kewenangan tepat di kondisi 

kapasitas pemerintah tinggi naun kompleksitas lignkungan kebijakan rendah. Terakhir, instrumen 

informasi sesuai dengan konteks kapasitas dan kompleksitas lingkungan kebijakan yang sama-

sama rendah. 

Stunting merupakan masalah yang kompleks. Kondisi ini tampak ketika stunting menjadi 

masalah yang pada dasarnya sulit didefinisikan dan tidak memiliki solusi yang langsung 

(Hoffmann, 2024; Pietrzyk, 2022). Masalah-masalah ini biasanya muncul dalam konteks sosial di 

mana terdapat banyak pemangku kepentingan dengan kepentingan yang saling bertentangan, yang 

mengarah pada beragam perspektif dan evolusi berkelanjutan dari masalah itu sendiri (Bryant & 

Arditti, 2018; McKinnon & Long, 2022). Selain itu, masalah tersebut memiliki tingkat 

ketidakpastian yang tinggi, yang memerlukan strategi adaptif dan pengambilan keputusan 

kolaboratif di antara para pemangku kepentingan (Meckenstock et al., 2015; Singh & Chakrabarti, 

2024).  

Sebagai implementor kebijakan, aktor-aktor yang terlibat dalam tim penurunan stunting 

terdiri atas pemerintah, baik di level kebijakan maupun operasional di lapangan, bidan desa, tokoh 

masyarakat, dan berbagai tenaga ahli. Tim tersebut telah dimuat dalam Surat Keputusan Bupati 

Majene Nomor 218/HK/KEP-BUP/III/2022. Selain itu, anggaran penurunan stunting di 

Kabupaten Majene diatur untuk membiayai berbagai program yang tersaji pada Tabel 1. 
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Kondisi di Kabupaten Majene menunjukkan banyaknya aktor yang terlibat dalam 

penurunan stunting, baik dari aktor pemerintah maupun non pemerintah. Selain itu, program yang 

masuk dalam anggaran dan belanja daerah hanya berkaitan dengan sektor kesehatan. Padahal studi 

terdahulu telah menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah kompleks yang tidak hanya dapat 

diatasi dari sisi kesehatan namun multi sektor. Berbagai aktor tersebut memiliki target dan sasaran 

masing-masing sebagaimana telah diatur secara nasional dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. 

Beberapa target dan sasaran tersebut tersaji pada Tabel 2. 

 

Kegiatan yang diatur secara nasional sebagaimana tampak pada Tabel 2 masih belum 

mencapai terget. Kenyataan ini dibuktikan ketika di tingkat kecamatan dan desa memang telah 

dilaksanakan kegiatan rembuk stunting. Namun, pelaksanaan tersebut hanya dilakukan sebanyak 

1 (satu) kali dalam setahun. Di Kecamatan Tammeroddo Sendana dan Kecamatan Ulumanda, 

kegiatan rembuk stunting diselenggarakan pada 31 Mei 2024 (Beritasulawesi, 2024; Garudapos, 

2024). Tidak hanya itu, target 100% harus dicapai berkaitan dengan jumlah desa bebas stunting. 

Kenyataannya, target tersebut jauh dari harapan. Di Kecamatan Pamboang, prevalensi stunting 
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mencapai 42,92% dan diikuti Kecamatan Sendana sebesar 41,08% (Wahab, 2024). Artinya bahwa 

target bebas stunting di masing-masing desa sebesar 100% tidak tercapai. 

Berbagai kenyataan di lapangan menunjukkan instrumen yang tepat untuk menggambarkan 

kondisi penanganan stunting di Kabupaten Majene adalah instrumen subsidi, dimana kompleksitas 

lingkungan kebijakan yang tinggi sementara kapasitas pemerintah yang rendah. Instrumen ini 

ditujukan agar dapat mendorong partisipasi masyarakat yang memiliki balita untuk hadir di 

kegiatan posyandu dalam rangka penimbangan tinggi dan pengukuran berat badan. Di samping 

itu, memotivasi para petugas di lapangan untuk maksimal dalam melaksanakan tugas penurunan 

stunting. Hal ini juga dilakukan oleh studi terdahulu bahwa subsidi dalam bentuk insentif untuk 

mendorong keterlibatan dalam kegiatan pelatihan guna meningkatkan keterampilan dan 

produktivitas tenaga kerja (Muller & Behringer, 2012) dan meningkatkan daya saing (Salant, 

1984). 

Desain Kebijakan  

Desain kebijakan mencakup bagaimana kebijakan itu dirumuskan dan disusun. Proses 

ini melibatkan analisis masalah, penetapan tujuan, serta pilihan solusi. Kebijakan yang dirancang 

dengan baik umumnya mempertimbangkan keberagaman pemangku kepentingan dan kebutuhan 

spesifik dari populasi target. Knill & Tosun (2020) mengungkapkan bahwa desain kebijakan 

berkaitan dengan kejelasan prosedur, waktu, dan sumber daya, serta perubahan target atau tujuan 

kebijakan.  

Berkaitan dengan prosedur, penanganan stunting terdapat pedoman nasional pelayanan 

tata kelola stunting sebagaimana tersaji pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Alur Pencegahan dan Penanganan Stunting  

Sumber: Sjarif, 2022 dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/1928/2022 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata 

Laksana Stunting 

 

Berdasarkan Gambar 1, prosedur tata laksana stunting diawali dengan kegiatan 

penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan oleh kader posyandu. Ketika ada anak 

yang tinggi badannya dan berat badannya tidak sesuai, maka anak tersebut diberikan makanan 

tambahan. Kondisi yang lebih parah ketika stunting disertai dengan penyakit bawaan lainnya, 

maka akan dirujuk ke rumah sakit. Adapun standar ukuran tinggi dan berat badan anak yang masuk 

kategori stunting sebagaimana tersaji pada Tabel 3. 

Tabel 3. Indikator dan Standar Penentuan Status Gizi 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022 
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Kegiatan pengukuran dan penimbangan balita dilakukan setiap bulan sementara bulan 

penimbangan balita ditetapkan setiap bulan Februari dan Agustus. Dilihat dari kehadiran pada 

kegiatan posyandu pada Agustus 2023, tidak semua balita hadir dan yang ditimbang ternyata tidak 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tersaji pada Tabel 4. 

Tabel 4. Target dan Realisasi Jumlah Balita pada Bulan Agustus 2023 

Sumber: Dinas Kesehatan (2024) 

 

Berkaitan dengan sumber daya, anggaran stunting telah diuraikan sebagaimana Tabel 1 

hanya bersumber dari anggaran daerah. Ketidakpastikan sumber daya ini akan berimplikasi pada 

pelaksanaan program dan kegiatan penurunan stunting. Ketika terjadi efisiensi, maka akan sulit 

untuk melaksanakan program tersebut dengan optimal. Kondisi ini juga menjadi temuan studi 

terdahulu mengenai pentingnya anggaran dan kapasitas fiskal dalam mengurangi stunting (Shekar 

et al., 2017; Suharsih & Rahayu, 2023). 

Berkaitan dengan target dan perubahan tujuannya dari desain awal kebijakan terlihat ketika 

kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene yang tahun 2024 prevalensi stunting 

ditargetkan sebesar 20,79%. Namun, kenyataannya, prevalensi stunting pada Juni 2024 mencapai 

36,47%, meningkat 1% dari tahun sebelumnya (Taufik, 2024). Artinya bahwa target awal 

kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene tidak tercapai, bahkan mencapai 5.507 kasus 

stunting (Amjad et al., 2025). 

Struktur Pengawasan 

Struktur pengawasan berfungsi untuk memastikan kebijakan diimplementasikan sesuai 

dengan koridor yang telah ditetapkan di awal. Struktur ini mencakup mekanisme kontrol dan 
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evaluasi yang dirancang untuk menilai efektivitas kebijakan. Knill dan Tosun (2020) 

mengemukakan bahwa struktur pengawasan yang kuat akan memperbaiki akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan kebijakan. Indikator dalam struktur pengawasan ini mencakup 

pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas secara formal dan informal oleh masyarakat. 

Pengawasan di lapangan dilakukan oleh kader posyandu melalui kegiatan penimbangan 

berat badan dan pengukuran tinggi badan balita. Adapun oleh badan pengawas secara formal 

mengacu pada instansi yang memiliki tugas dan fungsi berkenaan dengan pengawasan. Inspektorat 

Kabupaten, yakni perangkat daerah kabupaten bertugas di bidang pengawasan terhadap perangkat 

daerah kabupaten. Tugas lembaga tersebut telah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 berkenaan 

dengan membantu Bupati dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.  

Dalam konteks penanganan stunting, penanganan stunting berkaitan dengan urusan 

kependudukan sehingga inspektorat daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan 

tersebut, mulai dari memastikan bahwa penggunaan anggaran penurunan stunting, pelaksanaan 

program, dan aktivitas penanganan stunting di Kabupaten Majene dilaksanakan secara efisien, 

transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Badan pengawasan lainnya, yakni Badan Pengawas Keuangan (BPK) adalah lembaga 

negara yang bertugas di bidang pengawasan terhadap pemerintah, termasuk pemerintah daerah. 

Dalam konteks penanganan stunting, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan dalam konteks implementasi kebijakan 

penanganan stunting di Kabupaten Majene tidak optimal. Kondisi ini dibuktikan ketika adanya 

kasus berkaitan dengan penyalahgunaan dana penanganan stunting sebesar 5 miliar (Ardi, 2024). 

Desain Kelembagaan 

Desain kelembagaan terkait dengan kerangka organisasi yang mengelola pelaksanaan 

kebijakan. Keterkaitan antar lembaga dan kecukupan kapasitas institusi menjadi sangat penting 

dalam memastikan implementasi yang efektif antar pemangku kepentingan. Knill dan Tosun 

(2020) menekankan bahwa desain kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan 

akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi. Desain kelembagaan dilihat dari 

banyaknya organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan serta koordinasi yang dilakukan 

oleh organisasi tersebut. 
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Organisasi yang tergabung dalam penurunan stunting telah ditetapkan dalam Keputusan 

Bupati Majene Nomor 218/HK/KEP-BUP/III/2022, yang terdiri atas organisasi pemerintah, yakni 

Sekretariat Daerah; Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 

Keluarga Berencana; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; serta Dinas Sosial. Selain itu, organisasi 

di tingkat kecamatan dan desa, meliputi Camat; Kepala Desa/Lurah; bidan desa, puskesmas, tenaga 

ahli, dan para kader. 

Koordinasi dalam konteks penurunan stunting di Kabupaten Majene dilakukan melalui 

kegiatan rembuk stunting maupun rapat evaluasi kegiatan. Koordinasi juga dilakukan melalui grup 

whatsapp dalam bentuk penyampaian laporan kegiatan penimbangan dan pengukuran balita. 

Kegiatan rembuk stunting di Kabupaten Majene dilaksanakan pada 28 Mei 2024 di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Passarang, yang dihadiri oleh kepala perangkat daerah, para 

camat, lurah, dan kepala desa (Setda, 2024). Kondisi ini menggambarkan bahwa koordinasi yang 

berlangsung selama ini masih internal pemerintah. Padahal kenyataannya, dibutuhkan keterlibatan 

aktor di luar pemerintah dalam penurunan stunting.  

Kebutuhan ini juga dikemukakan oleh studi terdahulu bahwa pemerintah, industri, 

perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan media menjadi aktor penting dalam 

mengurangi stunting (Mustari et al., 2024), selain itu, dokter, perawat, bidan, ahli gizi, dan sanitaris 

juga menjadi aktor interprofesional (Astuti et al., 2021), serta petugas di lapangan mencakup kader 

posyandu, PKK, dan masyarakat (Subekti et al., 2023). Kebutuhan ini dinilai karena intervensi 

sensitif, yakni penanganan stunting yang berfokus pada penyebab tidak langsung stunting, 

dilakukan oleh berbagai aktor dan sektor yang berkontribusi sebanyak 70% dalam mengatasi 

stunting (Khasanah et al., 2022), sehingga diperlukan koordinasi antar aktor dalam pencapaian 

target penurunan stunting. 

Kemampuan Administratif 

Kemampuan administratif mencakup kemampuan pemerintah dan lembaga terkait dalam 

menjalankan dan mengelola kebijakan secara efektif. Kemampuan ini melibatkan sumber daya 

manusia, anggaran, dan kompetensi teknis. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah 

kekurangan kapasitas yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Penelitian menunjukkan 

bahwa negara-negara dengan birokrasi yang efisien dan kompeten memiliki tingkat keberhasilan 

implementasi kebijakan yang lebih tinggi. Knill & Tosun (2020) mengungkapkan beberapa 

indikator yang menentukan keberhasilan implementasi yang berkaitan dengan kemampuan 
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administratif adalah ketersediaan dan kecukupan sumber daya organisasi meliputi sumber daya 

manusia, keuangan, dan teknologi informasi pendukung serta kemampuan pelaksana dalam 

melaksanakan SOP. 

Dilihat dari kondisi sumber daya manusia, penanganan stunting di tingkat kabupaten 

yang diatur dalam Keputusan Bupati Majene tergabung dalam tim penurunan stunting mengacu 

pada tugas dan fungsi di masing-masing organisasi perangkat daerah. Adapun tenaga operasional 

di lapangan telah di atur dalam Keputusan Camat dan Kepala Desa. Berkaitan dengan sumber daya 

keuangan, terdapat beberapa program dan alokasi anggaran yang ditetapkan berkaitan dengan 

pencegahan stunting sebagaimana Tabel 5. 

Tabel 5. Program dan Alokasi Anggaran Pencegahan Stunting 

 

Sebagai salah bentuk bentuk komitmen pemerintah dalam penanganan stunting, Tabel 5 

menunjukkan bahwa telah tersedianya anggaran penanganan stunting di Kabupaten Majene. 

Namun, dilihat dari kecukupannya, sumber daya keuangan tersebut tidak cukup. Hal ini mengacu 

pada tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Majene yang tertinggi dibandingkan dengan 

kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, anggaran yang berasal dari DAU 

juga digunakan untuk penanganan stunting sebesar 5 miliar rupiah, yang terbagi atas bantuan 

pangan, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, serta makanan tambahan bagi 

keluarga berisiko. Kenyataannya, penggunaan anggaran tersebut tidak mengacu pada Perpres 

Nomor 72 Tahun 2021 (Ardi, 2024). 

Berkenaan dengan SOP, sejak 2023, pemerintah Kabupaten Majene telah membuat SOP 

tentang penangangan stunting yang melibatkan berbagai aktor pelaksana. SOP berperan dalam 

pananganan stuning yang efektif karena memuat siapa melakukan apa bersama siapa, kapan 

pelaksanaannya, serta biaya dan kelengkapan yang diperlukan dalam melaksanaan tugas tersebut. 

Artinya bahwa ada pembagian tugas yang dimuat dalam SOP penanganan stunting di lapangan. 

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kader posyandu dan kader PKK memiliki tugas 

berkaitan dengan pemberian PMT bagi balita yang berpotensi stunting. Namun, kondisi di 
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lapangan ditemukan bahwa pemberian PMT langsung diberikan oleh Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana tanpa melibatkan petugas di lapangan. Hal ini berimplikasi 

pada ketidakmampuan pelaksana dalam melaksanakan SOP yang ditetapkan.  

Penerimaan Sosial 

Penerimaan sosial mencakup dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan 

yang diimplementasikan. Knill dan Tosun (2020) menyatakan bahwa tanpa dukungan masyarakat, 

bahkan kebijakan yang paling efektif sekalipun dapat gagal. Oleh karena itu, penting untuk 

melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakana untuk 

memastikan bahwa kebijakan tersebut disosialisasikan dengan baik agar dapat diterima oleh 

masyarakat. 

Dilihat dari kemanfaatan program penanganan stunting yang dirasakan oleh masyarakat, 

meskipun prevalensi stunting di Kabupaten Majene masih tinggi. Namun, pemerintah telah 

berupaya dalam mengatasi masalah yang dianggap kompleks ini. Dari berbagai upaya tersebut, 

meliputi kegiatan sosialisasi, pemberdayaan bagi masyarakat, dan kegiatan loka karya mini di 

tingkat kecamatan. Selain itu, manfaat yang juga dirasakan dengan adanya program rumah pangan 

beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang di dalamnya termasuk kegiatan edukasi 

mengenai pola makan bagi ibu hamil.  

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam penurunan stunting masih rendah. Kenyataan 

ini dilihat dari persentase keterlibatan masyarakat yang memiliki balita untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan di posyandu. Padahal, kegiatan 

tersebut merupakan awal dari pencegahan stunting. Hal ini juga disampaikan pada studi terdahulu 

bahwa proses penimbangan dan pengukuran tinggi badan di posyandu memungkinkan identifikasi 

awal terhadap anak-anak yang berisiko stunting sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat 

waktu (Ramadhan et al., 2022; Syagata et al., 2021). Data di lapangan menunjukkan bahwa 

keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut masih berada pada 54,32% balita yang tercatat 

dan diukur pada bulan perimbangan balita Agustus 2023. 

 

V. Kesimpulan 

Kegagalan implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Majene terlihat pada 

prevalensi stunting yang sangat dinamis. Kondisi tersebut memotivasi studi ini untuk mengkaji 

penentu keberhasilan implementasi kebijakan penanganan stunting. Studi ini menemukan bahwa 
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keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Majene ditentukan oleh 

ketersediaan subsidi; kejelasan prosedur, kecukupan sumber daya dan penentuan target yang 

faktual; optimalitas pengawasan; intensitas koordinasi organisasi yang terlibat falam forum formal 

dan informal; ketepatan pemanfaatan sumber daya; kejelasan kemanfaatan program bagi 

masyarakat. 

Keterbatasan studi ini adalah informan yang tidak mencakup semua aktor yang terlibat dalam 

tim penurunan stunting terutama aktor non pemerintah. Rekomendasi ke depan, perlu 

dipertimbangkan dalam penyusunan dan pelaksanaan program yang melibatkan semua aktor dan 

evaluasi secara berkala mengenai implementasi kebijakan penanganan stunting. 
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